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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
Jalan Willem AS Nomor 11, Palangka Raya 73111, 

Telepon (0536) 3220942, 3235428 Faksimile (0539) 3220942 

Laman : bkd.kalteng.go.id, Pos-el bkd@kalteng.go.id 
 

Palangka Raya, 14 Agustus 2024 
 

Nomor : 800/41/II.6/BKD 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Hal : Mohon Petunjuk terkait 

Pengangkatan dan Kenaikan 
Jenjang Jabatan Fungsional 
pada Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

 
Kepada Yth. 

 

Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin  

 

Di - 

        Banjarbaru 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan 

Fungsional dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan 

Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional yang menyatakan bahwa Pengangkatan dan 

Kenaikan dalam Jabatan Fungsional harus mempertimbangkan ketersediaan 

kebutuhan jabatan, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal 

Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, disampaikan pada 

poin nomor 3 (tiga) bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

mempunyai rencana mengangkat PNS ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian 

dan Jabatan Fungsional Keterampilan baik melalui pengangkatan pertama, 

perpindahan dari jabatan lain, atau melalui penyesuaian wajib didahului dengan 

penyampaian usulan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk 

mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri 

PANRB; 

2. Selanjutnya disampaikan juga pada Lampiran Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/3/M.SM.02.01/2024 Tanggal 24 Januari 2024 huruf A, Alur Pengusulan 

Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

bahwa setelah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF dari Instansi Pembina, 

Instansi Pemerintah menyampaikan usulan kepada MenteriPANRB, untuk 

kemudian diberikan persetujuan dari Menteri PANRB untuk digunakan sebagai 

dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; 
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3. Sesuai dengan ketentuan nomor 1 dan 2, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

telah mengusulkan kebutuhan JF kepada Instansi Pembina masing-masing JF 

secara berkala dan telah mengirimkan usulan kepada Menteri PANRB sesuai 

dengan rekomendasi instansi Pembina masing-masing JF; 

4. Sebagai contoh pada tanggal 2 Mei 2024 kami telah menyerahkan Usul 

Penetapan Kebutuhan JF Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Surat Sekretaris 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/117/II.1/BKD tanggal 21 Februari 

2024) secara langsung ke Kantor KemenpanRB (bukti terlampir). Contoh lain yaitu 

surat usul penetapan formasi JF Auditor dan PPUD (Surat Sekretaris Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/213/II.1/BKD tanggal 1 April 2024) yang 

kami kirimkan melalui surat elektronik kepada Menteri PANRB yang dikirimkan 

kepada persuratan@menpan.go.id pada tanggal 16 Juli 2024 (bukti terlampir); 

5. Sehubungan dengan usulan-usulan pada nomor 4 dan usulan-usulan sejenis 

kepada MenpanRB, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menerima 

balasan Surat Persetujuan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional dari 

KemenpanRB sampai saat ini; 

6. Mengingat ada beberapa usulan Kenaikan Jenjang Jabatan dan Perpindahan 

Jabatan yang telah masuk ke BKD, apakah kami bisa memproses SK Kenaikan 

Jenjang dan Perpindahan Jabatan sementara menunhhu terbitnya Penetapan 

Kebutuhan Formasi JF dari MenpanRB atau menunggu penetapan dimaksud 

diterbitkan; 

7. Sehubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan di atas kami 

memohon petunjuk Bapak Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin untuk 

memberikan arahan/masukkan terhadap permasalahan dimaksud.  

 
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian dan arahan serta 

masukkan Bapak kami ucapkan terima kasih. 
 

 
 KEPALA BADAN, 

 
 

   

 

Tembusan: 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (sebagai laporan) 
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Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor : 800/41/II.6/BKD  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Mohon Petunjuk terkait Pengangkatan dan 

Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional pada 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

 

 

1. Bukti Tanda Terima Surat Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/117/II.1/BKD 
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2. Tangkap Layar Surat Elektronik Bukti Pengiriman Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/213/II.1/BKD 
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